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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jalinan kerjasama sister province oleh Nusa

Tenggara Barat (NTB) di Indonesia dengan mitranya yaitu Zhejiang di Tiongkok dari tahun

2018 hingga 2023. Kerjasama sister provinsi merupakan bentuk hubungan bilateral yang

mengutamakan pertukaran budaya, ekonomi, akademik dan pertukaran informasi antara dua

provinsi. Penggunaan teori dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif

kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis perkembangan kerjasama sister province

NTB dengan Zhejiang. Data dikumpulkan melalui studi literatur, analisis dokumen resmi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang telah

memberikan dampak positif dalam berbagai sektor, yaitu bidang ekonomi, budaya, akademik

dan pertukaran informasi antara kedua wilayah. Kerjasama dalam sektor pariwisata juga

mengalami perkembangan signifikan, dengan peningkatan kunjungan wisatawan dari

Zhejiang ke NTB dan sebaliknya. Selain itu, kerjasama budaya dan pendidikan antara NTB

dan Zhejiang juga semakin erat. Pertukaran pelajar, pertunjukan seni, dan kegiatan budaya

lainnya menjadi bagian penting dari kerjasama ini. Hal ini membantu memperkaya

pemahaman antara kedua masyarakat dan meningkatkan hubungan bilateral secara

keseluruhan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik

tentang pelaksanaan kerjasama sister province antara NTB dan Zhejiang dari tahun 2018

hingga 2023. Hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan

kerjasama bilateral yang lebih kokoh dan saling menguntungkan antara kedua provinsi di

masa depan.

Kata Kunci: Kerjasama, Nusa Tenggara Barat, Pemerintah daerah, Sister Province,

Zhejiang.
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LATAR BELAKANGMASALAH

Nusa Tenggara Barat (NTB) banyak di kenal oleh banyak orang sebagai daerah yang

menyimpan banyak keanekaragaman mulai dari kebudayaan hingga keindahan alamnya.

Beberapa wilayah yang menjadi bagian dari provinsi ini bahkan termasuk dalam destinasi

pariwisata yang menjadi magnet utama bagi wisatawan lokal maupun mancanegara, sepeti

halnya pulau Lombok. Namun, jauh sebelum itu, ternyata pembentukan provinsi ini tidak

melalui proses yang pendek, melainkan melalui proses perjuangan yang sangat panjang. Pada

awal masa kemerdekaan Indonesia, NTB merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur

yang berada dibawah payung pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

kemudian seiring dengan berjalannya waktu, daerah tersebut masuk terintegrasi ke dalam

Provinsi Sunda Kecil. Selanjutnya, NTB berhasil mendapatkan status sebagai provinsi pada

tanggal 17 Desember 1958 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB, dan NTT. Wilayah NTB sendiri terdiri

atas dua pulau utama yaitu Lombok dan Sumbawa serta pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Adapun pusat pemerintahan Provinsi NTB berkedudukan dan beribukota di Mataram, Pulau

Lombok (Provinsi NTB _ Profile, n.d.).

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai daerah yang didalamnya terdapat berbagai

keanekaragaman, hal tersebut dapat dijadikan sebagai keuntungan bagi NTB, entah itu dari

segi ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi maka suatu kerjasama diperlukan.

Dimana, dengan adanya kerjasama itu, makan NTB dapat dengan mudah mendapatkan

keuntungan mulai dari segi berbagai sektor tersebut yang otomatis mengangkat nama NTB

dan tentunya ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Kerjasama sendiri

dapat dilakukan bersama dengan pemerintahan antar daerah maupun perusahaan, baik pada

tingkat nasional maupun internasional. Adapun salah satu bentuk kerjasama internasional

yang dilakukan oleh provinsi NTB yaitu melalui konsep paradiplomasi dengan pemerintah

daerah yang setingkat di negara lain. Seperti yang diketahui, paradiplomasi dapat diartikan

sebagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi sub-negara atau sub-state institutions dengan

cara berdiplomasi dengan mitra internasionalnya dengan aspirasi dan juga sarana prasarana

yang cukup terbatas dan juga cenderung fokus terhadap keuntungan budaya, ekonomi,

akademik, dan pertukaran informasi masyarakat yang diwakili oleh pemerintah daerahnya

(Adam Grydehoj, 2015). Definisi dari paradiplomasi sendiri memiliki dasar pada pernyataan

Daniel Bell dimana Bell mengatakan bahwa aktor non negara terlalu banyak menyelesaikan

permasalahan atau hal-hal kecil lainnya dan di waktu yang bersamaan, aktor negara merasa

mereka terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan atau hal-hal yang lebih besar
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dibandingkan dengan mereka (Bell, 1989). Oleh karena itu, negara tidak lagi menjadi aktor

yang berperan tunggal dalam menjalankan kerjasama internasionalnya, melainkan saat ini

aktor -aktor sub negara lah yang mulai memainkan perannya di bidang ini, demi tercapainya

kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain karena wujud

realisasi otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, paradiplomasi

juga merupakan sarana yang memudahkan pemerintah daerah untuk mendapatkan manfaat

dari sektor-sektor tersebut tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, karena mau

bagaimanapun, hanya pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui segala kondisi daerahnya

ketimbang pemerintah pusat (Mardialina & Munir, 2019).

Kerjasama sister province NTB dengan Zhejiang diawali dengan diterapkannya

kebijakan luar negeri Tiongkok terhadap Indonesia dalam meningkatkan kerjasamanya

dengan berbagai daerah. Kerjasama antar daerah di kedua negara tersebut mulai terjalin sejak

tahun 2014, yaitu pada saat kedua pihak bersepakat untuk menjalin kerjasama melalui skema

sister province antara NTB dengan Zhejiang. Sebelumnya, Zhejiang telah menyepakati MoU

(Memorandum of Understanding) dengan pemerintah provinsi Jawa Timur bahkan telah

merencanakan bidang kerjasama yang terjalin dimulai pada tahun 2012 dalam bidang

pertanian dan perikanan. Sehingga kerjasama mereka dapat meningkatkan pendapatan

perkapita penduduknya agar dapat mencapai USD 15.000 (Sibbawaihi, 2016). Dari hal

tersebut kemudian membuat pemerintah provinsi Jawa Timur mengirimkan sejumlah pegawai

negeri sipil (PNS) ke provinsi Zhejiang secara berkala dalam periode tertentu untuk

mempelajari keberhasilan provinsi Zhejiang. Maka dari itu provinsi NTB tidak ketinggalan

untuk bermitra dengan provinsi Zhejiang yang bertujuan untuk meningkatkan level hubungan

kedua daerah hingga dapat menghasilkan keuntungan dalam berbagai bidang.

Sebagai daerah yang didalamnya terdapat berbagai keanekaragaman, hal tersebut

dapat dijadikan sebagai keuntungan bagi NTB, entah itu dari segi ekonomi, budaya,

akademik, dan pertukaran informasi maka suatu kerjasama diperlukan. Oleh karena itu,

dengan adanya kerjasama itu, maka NTB dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan

mulai dari segi ekonomi, kebudayaan, akademik dan pertukaran informasi yang otomatis

mengangkat nama NTB dan tentunya ini juga akan memberikan manfaat bagi masyarakatnya.

Kerjasama sendiri dapat dilakukan bersama dengan pemerintahan antar daerah maupun

perusahaan, baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu bentuk kerjasama

internasional yang tengah dijewantahkan oleh provinsi NTB yaitu melalui konsep

paradiplomasi dengan pemerintah daerah setingkat di negara lain, dalam hal ini provinsi atau

negara bagian di negara sahabat dengan Indonesia. Seperti yang diketahui, paradiplomasi
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tersebut dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh institusi sub-negara atau

sub-state dengan cara berdiplomasi dengan mitra internasionalnya dengan aspirasi dan juga

sarana prasarana yang cukup terbatas dan juga cenderung fokus terhadap keuntungan budaya,

ekonomi, akademik dan petukaran informasi sehingga masyarakat yang diwakili oleh

pemerintah daerahnya (Adam Grydehoj, 2015). Definisi dari paradiplomasi itu sendiri

memiliki dasar terhadap Daniel Bell yang mana ia mengatakan bahwa aktor non negara sudah

terlalu banyak menyelesaikan permasalahan atau hal-hal kecil lainya dan pada saat yang

sama, negara merasa mereka terlalu kecil untuk menyelesaikan permasalahan atau hal-hal

yang lebih besar dibandingkan dengan mereka (Bell, 1989). dan oleh karenanya, negara tidak

lagi menjadi aktor yang berperan tunggal dalam menjalankan kerjasama internasionalnya,

melainkan saat ini aktor-aktor sub negara lah yang mulai memainkan perannya di bidang ini,

demi tercapainya kepentingan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Selain

karena wujud pengejewantahan otonomi daerah oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah,

paradiplomasi juga merupakan sarana yang memudahkan pemerintah daerah untuk

mendapatkan manfaat dari perekonomian, kebudayaan, akademik dan pertukaran informasi

tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat, karena mau bagaimanapun, hanya

pemerintah daerah lah yang lebih mengetahui segala kondisi daerahnya ketimbang

pemerintah pusat (Mardialina & Munir, 2019).

Adapun untuk melaksanakan kerjasama melalui skema paradiplomasi ini, pemerintah

daerah wajib untuk mengetahui landasan hukum tentang pelaksanaan paradiplomasi di

Indonesia yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian

internasional (Effendi, 2000) dan juga Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan

mitra internasional (UU RI, 2004). Paradiplomasi sendiri dalam pelaksanaannya, dapat terdiri

atas kerjasama ekonomi, budaya, dan pendidikan, bahkan juga pendirian nota kesepahaman

(Memorandum of Outstanding/MOU) (Takdir Ali Mukti, 2015). Paradiplomasi sendiri

merupakan suatu aktivitas dalam yang dilakukan oleh aktor sub-negara (pemerintah daerah)

di dalam hubungan internasional dengan aktor aktor sub-negara lain atau bahkan aktor

non-negara. Pemerintah daerah dapat melakukan aktivitas paradiplomasi untuk memenuhi

kepentingan wilayahnya terlepas dari kepentingan negara. Implementasi praktik tersebut

dapat berupa kerjasama dalam sektor ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi.

Zhejiang merupakan salah satu provinsi di bawah pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok

(RRT), yang secara geografis di bagian timur RRT dengan pusat pemerintahan berkedudukan

di Hangzhou yang terletak pada pesisir timur provinsi Zhejiang. Secara keseluruhan, luas dari

4



provinsi Zhejiang adalah 101,800 km2 dengan jumlah penduduk Zhejiang yaitu berkisar

diangka 46,800,000 jiwa. Terkait dengan profesi masyarakat provinsi tersebut, mayoritas

berkarir di sektor pertanian dan perikanan dengan berprofesi menjadi petani, tukang kebun,

dan nelayan. Zhejiang adalah wilayah yang menjadi provinsi percontohan produksi lokal

kelautan dan salah satu pusat perdagangan oleh pemerintah RRT.

Tiongkok merupakan salah satu kekuatan utama dunia (super power) yang mana salah

satu faktor tersebut yaitu tingginya pertumbuhan ekonomi dan pengaruh lobi politik pada

tingkat internasional. Negara tersebut dapat dikatakan memiliki batu loncatan besar karena

bertransformasi dari sebelumnya menerapkan isolasi atau menutup diri yang kemudian

beralih menuju keterbukaan diri sebagai peningkatan pertumbuhan perekonomian.

Transformasi itulah yang membuat Tiongkok menjelma menjadi salah satu super power

ekonomi yang diperhitungkan di kancah internasional. (Sibbawaihi, 2016). Pemerintah telah

memulai berbagai perubahan yang dimulai dari kancah domestik hingga perubahan yang

melibatkan rezim internasional. Yang mana dalam hal tersebut, negara tersebut menjalin

hubungan baik dengan berbagai negara dan organisasi internasional tidak terkecuali dengan

negara di kawasan Asia Tenggara sebagai bentuk terciptanya lingkungan yang kondusif bagi

pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi dalam negeri menjadi salah

satu faktor utama politik luar negeri Tiongkok sebagai percontohan atau inspirasi dalam

pengembangan kerjasama ekonomi dengan negara lain.

Zhejiang merupakan salah satu provinsi yang memilik pendapatan perkapita terbesar

di RRT, maka dari itu dibandingkan raihan PDB (Produk Domestik Bruto) saat itu yang

berkisar nilai di atas USD 3,000.00 pada tahun 2011, berbanding dengan saat ini PDB yang

diraih telah menunjukkan tren positif dengan nilai mencapai lebih dari USD 400 Milyar, yang

artinya mendekati sekitar 70% dari raihan total PDB nasional Indonesia. Adapun PDB

perkapita penduduk Zhejiang merupakan salah satu raihan tertinggi di Tiongkok. PDB per

kapita Indonesia secara nasional pada tahun 2014 berkisar pada angka Rp. 41.81 juta atau

sekitar USD 3,531.45. Apabila dibandingkan dengan angka yang diraih NTB, PDB per

kapitanya pada tahun 2014 kurang lebih Rp. 17.27 juta atau setara dengan USD 1,439.00.

Maka dari itu tingginya pertumbuhan ekonomi secara tingkat provinsi di Tiongkok yang

melatarbelakangi Tiongkok berani menanamkan modal investasi di beberapa negara

berkembang termasuk Indonesia khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

(Sibbawaihi, 2016)

Kerjasama sister province antara NTB di Indonesia dengan Zhejiang di Tiongkok

sejak tahun 2018 telah memberikan berbagai peluang dan manfaat dalam bidang ekonomi,
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budaya, akademik, dan pertukaran informasi antara kedua wilayah tersebut. Dalam bidang

ekonomi, kerjasama ini memberikan peluang bagi NTB dan Zhejiang untuk meningkatkan

perdagangan dan investasi. (Nurmazinda, 2023) Melalui kerjasama ini, terjadi peningkatan

pertukaran barang dan jasa antara kedua wilayah, yang diharapkan mampu menarik

pertumbuhan ekonomi kemudian berlanjut membuka lapangan pekerjaan. Berbagai

perusahaan dari NTB maupun Zhejiang dapat menjalin kemitraan strategis dalam berbagai

sektor seperti industri manufaktur, pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan Misalnya,

pelaku usaha dari NTB dapat mengakses pasar yang lebih luas di Zhejiang, sementara

perusahaan-perusahaan Zhejiang dapat memanfaatkan sumber daya alam NTB dan

mengembangkan investasi mereka di wilayah tersebut.

Di bidang budaya, kerjasama sister province memungkinkan pertukaran seni,

pertunjukan budaya, dan pameran antara NTB dan Zhejiang. Hal ini dapat memperkaya

pemahaman budaya antara kedua masyarakat, mempromosikan warisan budaya

masing-masing wilayah, dan memperkuat hubungan antara seniman, pelaku budaya, dan

lembaga budaya di NTB dan Zhejiang sehingga terjalinnya pemahaman tentang latar

belakang budaya yang melibatkan unsur-unsur kesenian di sektor musik, pertunjukan budaya

tradisional dan hal lain yang terkait dengan budaya. Contohnya, seniman dan pelaku budaya

dari NTB dapat berpartisipasi dalam festival seni di Zhejiang, sementara seniman Zhejiang

dapat tampil di acara seni di NTB. (Nurmazinda, 2023) Pertukaran ini tidak hanya

meningkatkan apresiasi terhadap seni dan budaya, tetapi juga menciptakan kesempatan

kolaborasi dan pengembangan industri kreatif di kedua wilayah.

Dalam bidang akademik, kerjasama sister provinsi membuka peluang untuk

pertukaran pengetahuan, penelitian, dan pengembangan akademik antara NTB dan Zhejiang

yang biasanya melibatkan delegasi-delegasi dari suatu kota atau provinsi untuk di tunjuk

untuk mempromosikan budayanya masing-masing dan mempelajari budaya lain sebagai

bentuk mempererat hubungan kedua belah pihakdan juga Perguruan tinggi dan institusi

pendidikan di kedua wilayah dapat menjalin kemitraan dan mengadakan program pertukaran

pelajar serta staf pengajar. (Nurmazinda, 2023) Hal ini dapat memperluas wawasan,

meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat kerjasama di bidang penelitian dan

pengembangan teknologi antara Provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang.

Pertukaran informasi juga menjadi bagian penting dari kerjasama sister provinsi

antara NTB dan Zhejiang. Melalui kerjasama ini, kedua wilayah dapat saling berbagi

pengalaman, pengetahuan, dan dapat menanggulangi permasalahan yang di hadapi dari kedua

belah pihak terkait pembangunan ekonomi, pariwisata, budaya, dan sektor-sektor lainnya.
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(Nurmazinda, 2023) Pertukaran informasi yang intensif dapat membantu mengoptimalkan

peluang bisnis, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat perkembangan di kedua wilayah.

Kerjasama sister provinsi antara NTB dan Zhejiang dalam bidang ekonomi, budaya,

akademik, dan pertukaran informasi memiliki potensi besar untuk menciptakan sinergi dan

saling menguntungkan. Melalui kerjasama yang erat, kedua wilayah dapat mencapai

pertumbuhan yang berkelanjutan antar provinsi NTB dengan provinsi Zhejiang sehingga

dalam peluang kerjasama internasional ini di harapkan untuk kedepannya dapat terus terjalin

dan dapat saling menguntungkan antar provinsi. Maka penelitian ini adalah bentuk dari

penelitian berkelanjutan dari artikel yang di tulis oleh 2023, Riri Nurmazinda yang berjudul

KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI NTB DAN PROVINSI

ZHEJIANG (RRT) DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DAERAH (2014-2018) .

(Nurmazinda, 2023)

Adapun untuk mendukung penulisan ini, maka di butuhkan sebuah ulasan terhadap

literatur bacaan atau yang bisa disebut sebagai literature review. Dimana, penulisan ini

merujuk kepada jurnal dan skripsi yaitu:

Pertama jurnal yang berjudul, “PARADIPLOMASI PEMERINTAH KOTA BANDUNG

MELALUI KERJASAMA SISTER CITY” yang di tulis oleh Gilang Nur Alam dan Arifin

Sudirman. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana jalannya praktik paradiplomasi di kota

bandung melalui skema sister city atau kota kembar, dengan memaparkan konsep-konsep

yang digunakan dalam penelitian tersebut. Selain itu juga jurnal tersebut mengupas tuntas

mengenai upaya yang di lakukan Kota Bandung untuk memenuhi aspek politik, ekonomi, dan

kebudayaan dengan cara menjalin kerjasama internasional melalui aspek paradiplomasi.

Hingga kronologi watu kerjasama paradiplomasi dengan pemerintah kota di luar negeri.

Kedua yaitu jurnal berjudul, “KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI

JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER

CITY” yang di tulis oleh Henike Priwantai, Windy Dermawan, dan Widya Ardianty. Dimana,

kerjasama provinsi Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota beijing yang berfokus di

berbagai bidang dan saling bertukar pengalaman yaitu bidang pendidikan, pemerintah Beijing

mendapatkan kesempatan dalam berbagai pengalaman dari program-program yang dilakukan

oleh DKI Jakarta dan Beijing, kerjasama yang di lakukan oleh kedua belah pihak negara

memeri kesempatan untuk mempromosikan udaya masing-masing kota. Akan tetapi,

kerjasama ini masih kurang efektif hal ini masih selalu ada dalam kerjasama sister city atau

sister province.

Ketiga, jurnal yang berjudul “PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMPROV
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NTB MEMBANGUN KERJASAMA SISTER PROVINSI DENGAN PEMPROV ZHEJIANG

RRT 2014-2015” yang di tulis oleh Assazali Sibawaihi. Dimana, jurnal ini membahas

mengenai proses terjalinnya suatu kerjasama antar provinsi atau lebih di kenal dengan sister

province yang di putuskan oleh pejabat daerah. tidak ada ketentuan tertentu untuk dapat

menjalin kerjasama yang bertujuan untuk dapat saling menguntungkan kepada kedua belah

pihak. Akan tetapi kerjasama tersebut tidak sesuai dengan harapan yang mana kerjasama

dalam skema sister province antara kedua belah pihak yaitu NTB dan Zhejiang, dapat di

manfaatkan sebaik-baiknya akan tetapi pemerintah provinsi NTB tidak manfaatkan dengan

baik.

Keempat, jurnal yang berjudul, “KETERLIBATAN DESA SUMBERMULYO

DALAM KERJASAMA SISTER PROVINCE ANTAR D.I. YOGYAKARTA DENGAN

GYEONGSANGBUK-DO” yang di tulis oleh Sanny Pestari1, Rivelda Pricilia Heatbun2,

Rezki Nur Fajri3. Dimana, fokus pembahasannya adalah pembangunan desa sumbermulyo

dalam hal meningkatkan dana membantu pertanian serta pembangunan infrastruktur desa,

kerjasama tersebut bisa di katakan berhasil yang dapat memberikan keuntungan secara

maksimal. tetapi adanya sedikit hambatan dalam bidang administrasi yang tidak sesuai namu

hal tersebut dapat di selesaikan dengan adanya pihak ketiga sebagai penghubung untuk

kerjasama.

Kelima, jurnal yang berjudul PARADIPLOMASI PEMERINTAH PROVINSI BALI

UNTUK SISTER PROVINCI BALI HO CHI MINH DI BIDANG PARIWISATA yang di

tulis oleh Dhita Kusuma Wardani. Dimana, kerjasama terseut sama-sama memiliki tujuan

dalam meningkatkan kerjasama bilateral yang menjadi mitra strategis dalam idang pariwisata

sebagai suatu sektor yang di fokuskannya. Karena sektor pariwisata yang paling cocok untuk

di andalkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Maka

dari itu pemrintah bali dan vietnam sepakat untuk saling bekerjasama dan melakukan

berbagai kegiatan seagai bentuk promosi di bidang pariwisata. Akan tetapi sangat di

sayangkan kerjasama ini tidak ada kelanjutan hingga saat ini.

Keenam, yaitu jurnal yang berjudul IMPLEMENTASI SISTER PROVINCE JAWA

TENGAH DENGAN NEGARA BAGIAN QUEENSLAND AUSTRALIA Di BIDANG

PERTANIAN yang di tulis oleh Reni Windiani. Jurnal tersebut membahas mengenai

bagaimana implementasi kerjasama kedua belah pihak dalam hal mewujudkan kepentingan

kedua belah pihak di bidang pertanian. Jurnal ini diawali dengan pendahuluan yang

memberikan pernyataan dan opini mengenai globalisasi, kemudian landasan hukum

pelaksanaan paradiplomasi, hingga kebijakan yang di anut oleh kedua belah pihak dalam hal
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pertanian di masing-masing wilayah. Dalam jurnal tersebut, terdapat juga table yang berisi

kota di indonesia yang menjalin kerjasama sister city atau province.

Ketujuh, skripsi yang berjudul, IMPLEMENTASI KERJASAMA PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR DI INDONESIA DENGAN ASIAN INFRASTRUCTURE

INVESTMENT BANK (AIIB) yang di tulis oleh Azry Almi Kaloko. Dimana, skripsi

tersebut membahas tentang bagaimana implementasi kerjasama dalam bidang infrastuktur

kepada indonesia dengan AIIB. Yang di mana kerjasama pembangunan infrastruktur

indonesai bersama dengan AIIB dapat membawa indonesia untuk mendapatkan keuntungan

dengan adanya AIIB untuk meraih pendanaan dalam pembangunan infrastuktur sehingga hal

ini dapat mempercepat proses pembangunan nasional indonesia.

Kedelapan, jurnal yang berjudul, IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY

KOTA DENPASAR DENGAN KOTA MOSSEL BAY DALAM MEWUJUDKAN

EKONOMI KREATIF BERKELANJUTAN yang di tulis oleh Luh Gede Atrina Rahma

Savitri. Dimana, mendeskripsikan dan menganalisis impelemntasi kerjasama sister city Kota

Denpasar dengan Kota Mossel Bay hingga faktor pendukung dan penghambat dalam

mewujudkan ekonomi kreatif berkelanjutan. Berjalannya kerjasama tersebut dalam jangka

dua tahu dapat dikatakan cukup berhasil berdasarkan indikator yang di gunakan, akan tetapi

adanya faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan waktu, persaingan harga pasar,

serta kurangnya partisipasi dari masyarakat yang menyebabkan kerugian dari kedua belah

pihak. Akan tetapi kedua belah pihak langsung menindak lanjuti hal tersebut dengan Plans Of

Action sehingga secara perlahan kerjasama tersebut perlahan membaik sehingga mencapai

terget dan tujuan kerja sama.

Kesembilan, skripsi yang berjudul, ANALISA PELAKSANAAN PERJANJIAN

SISTER PROVINCE ANTARA PROVINSI YOGYAKARTA DENGAN PREFEKTUR

KYOTO yang di tulis oleh Chanidia Ari Rahmayani. Penelitian skripsi tersebut membahas

mengenai empat faktor yang menjadi acuan dalam kegiatan paradiplomasi Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan Prefektur Kyoto di Jepang. Selain itu di jelaskan pula bahwa

terdapat adanya sengketa mengenai pelaksanaan paradiplomasi di kedua belah pihak, salah

satunya yaitu karena ketidak jelasan jangka waktu pelaksanaa kerjasama tersebut, sehingga

hal tersebut jelas membuat proses yang selama ini dilakukan oleh kedua belah pihak menjadi

sia-sia dan terkesan membuang waktu.

Kesepuluh, jurnal yang berjudul EFEKTIVITAS PROGRAM ITAC DALAM

KERJASAMA SISTER PROVINCE PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN

QUEENSLAND TAHUN 2019-2021 yang di tulis oleh Farah Dila Puspitasarie, Mohammad
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Rosyidin, dan Muhammad Faizal Alfian. Dimana, kerjasama provinsi Jawa Tengah dengan

Queensland memiliki fokus dalam bidang pengembangan SDM yang di lakukan melalui

bidang pendidikan.Di Jawa Tengah mengalami permasalahan dalam kualitas pendidikan

karena di sana masih rendahnya kualifikasi yang di miliki oleh seorang guru. Akan tetapi

kerjasama ini mengalami kendala karena tidak melibatkan peran masyarakat dalam

merencanakan implementasi program dan manfaat dari adanya kerjasama ini hanya di

dominasi oleh Provinsi Jawa Tengah.

Penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap hubungan luar negeri daerah

oleh aktor non-negara, yaitu pemerintah provinsi NTB, yang kemudian memfokuskan

bagaimana praktik pelaksanaan sister province di negara lain. Dimana hal tersebut dapat

ditinjau melalui pendekatan paradiplomasi dengan memperhatikan landasan hukum yang

berlaku. Penulisan ini juga dapat memiliki upaya untuk menjelaskan bagaimana provinsi

NTB menjalankan paradiplomasi dengan mitra internasionalnya yaitu Zhejiang Tiongkok

melalui bentuk sister province yang kemudian akan memunculkan pemahaman mengenai

proses diplomasi sub-negara oleh pemerintahan suatu daerah dapat memberikan peran bagi

suatu negara untuk mencapai kepentingan yang saling menguntungkan.

Objek penelitian yang di fokuskan dalam sektor ekonomi, budaya, akademik, dan

pertukaran informasi. yang mana telah menjadi prioritas pemerintah NTB untuk

dikembangkan dengan alasan keterbatasan biaya yang menjadikan kerjasama ini penting di

sektor tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah pada penulisan ini

yaitu: Bagaimana Bentuk Kerjasama Sister Province Pemerintah Provinsi NTB Dengan

Zhejiang Tiongkok Dalam Sektor Ekonomi, Budaya, Akademik, dan Pertukaran Informasi

hingga saat ini.

TEORI DAN KONSEP

Paradiplomasi

Paradiplomasi, seperti yang telah sedikit dijelaskan dalam bagian pendahuluan diatas,

dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama internasional yang di lakukan oleh aktor sub-negara

seperti pemerintah daerah yang bertujuan untuk mencapai kepentingan dari daerah tersebut

tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah pusat. Menurut Kuznetsov (2014),

paradiplomasi merupakan suatu tindakan komunikasi politik untuk menggapai keuntungan

dari segi ekonomi, politik, budaya dan jenis yang lainnya yang mana tindakan tersebut di

lakukan antara pemerintah daerah di suatu negara dengan kolega internasionalnya seperti

sesama pemerintahan daerah atau aktor non-negara di luar dari kedaulatan negara tempat

daerah tersebut (Adam Grydehoj, 2015). Sedangkan konsep paradiplomasi yang muncul pada
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era seperti saat ini, muncul sebagai salah satu teori hubungan internasional yang mana, ini

merupakan bagian dari perkembangan dari konsep diplomasi modern yang juga menimbulkan

sehingga ini menarik untuk diteliti. Seperti yang di utarakan oleh Duchacek (1987) yang

menyatakan bahwa paradiplomasi berarti sautu tindakan kerjasama internasional langsung

yang di lakukan oleh aktor sub-negara seperti pemerintah kota, federal, hingga kominitas

urban (Adam Grydehoj, 2015).

Dalam contoh, paradiplomasi telah berhasil diterapkan di berbagai negara dengan

hasil yang signifikan. Di Kanada, provinsi Quebec telah menjalin hubungan ekonomi dan

budaya dengan beberapa negara Eropa yang memberikan kontribusi besar bagi perekonomian

lokal (Lecours, 2002). Sementara itu, di Spanyol, wilayah Catalonia telah membentuk

jaringan kerjasama internasional yang kuat, terutama dalam bidang budaya dan pendidikan,

yang memperkuat identitas regional serta meningkatkan daya saing global (Aldecoa &

Keating, 1999). Di Indonesia telah memberikan payung hukum yang tertuang dalam UUD

1945 dalam bentuk wewenang yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menjalin

sebuah kerjasama internasional dengan tujuan agar dapat mengeksplorasi dan terus

mengembangkan potensi daerah yang bersangkutan supaya bisa bersaing di kancah

internasional. Walaupun demikian, jalinan kerjasama yang dilakukan tidak lain juga untuk

memenuhi kepentingan nasional negaranya. Oleh karena itu, paradiplomasi ini merupakan

sebuah alat yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan keeratan kerjasama

internasional antara pemerintah daerah dengan mitra internasional yang dapat memberikan

keuntungan masing masing.

Sister Province

Adapun sister province secara umum sebenarnya memiliki definisi yang sama dengan

sister city yaitu suatu bentuk kerjasama yang dibentuk oleh kedua belah pihak di tingkat non

negara dengan sifat baik itu jangka pendek maupun jangka panjang (Zelinsky, 1991).

Stakeholder yang terlibat memandang bahwa kerjasama ini akan mendatangkan prospek

keuntungan bagi mereka diantaranya mulai dari aspek ekonomi, bisnis, pendidikan, proyek

bersama hingga budaya (SCI, 2020). Dengan kemajuan dunia yang semakin pesat serta

kompleks, menjadikan pemenuhan kepentingan nasional semakin penting yang membuat hal

tersebut menjadi bahan baku yang akan menentukan kekuatan nasional suatu negara.

Pada awal perkembangannya, Sister City maupun Sister Province digagas oleh

terciptanya jalinan kerjasama di wilayah Eropa dan juga Amerika Serikat sejak periode

1950-an. Konsep awal munculnya sister city digagas oleh presiden Amerika Serikat yakni

Dwight Eisenhower yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden ke-34 Amerika Serikat,
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dalam suatu konferensi yang di gelar di Gedung Putih, kediaman resmi presiden Amerika

Serikat pada tahun 1956. Ia pun menganggap bahwa konsep ini adalah konsep yang

berprinsip people to pople atau dari masyarakat untuk masyarakat pula, dan pada saat ini

lebih dari 11,000 perjanjian dengan menggunakan konsep tersebut telah ditandatangani.

Konsep kerjasama ini memeiliki manfaat dari berbagai bidang yang dapat menguntungkan

pihak yang terlibat (Sister City International, 2021) Adapun dalam sejarahnya, perjanjian

sister city atau province tertua di dunia adalah perjanjian yang melibatkan antara pemerintah

kota Toledo, Spanyol dengan Negara bagian Ohio, Amerika Serikat, yang di laksanakan pada

tahun 1931, 25 tahun sebelum dicetuskan istilah sister cities oleh Presiden Eisanhower. Dan,

fakta menariknya, Toledo juga merupakan nama salah satu wilayah di Ohio (Toledo Sister

City, 2020). Konsep ini tidak lepas hubungannya dengan diplomasi dan peran masyarakat

sebagai bagina dari aktor diplomasi tersbut. Maka pengertian dari sister city atau sister

province ini merupakan agenda hubungan antar kota yang berbeda lokasi dan administrasi

politik dengan motif bersama untuk bersama-sama saling mengembangkan daerahnya

masing-masing. Ide ini awalnya diterapkan sebagai bentuk diplomasi politik negara pada

berbagai tingkat yakni tingkat regional serta tingkat international yang bertujuan untuk

mendorong rakyatnya untuk memperluas jaringan serta jalinan kerjasama serta persahabatan

yang bersifat konstruktif di seluruh lapisan pemerintahan baik antar pemrintahan kota,

provinsi serta pusat di seluruh dunia. Jalinan kerja sama ini pun memiliki banyak penyebutan

seperti Sister City, Sister Province, Friendship City, Twinning City, juga Partner Towns. Akan

tetapi di Indonesia sendiri telah disepakati secara resmi memakai Sister City atau Sister

Province sebagai istilah dalam penyebutan skema kerjasama internasional berdasarkan surat

edararan Mendagri No. 193/1652/POUD.

Pada penerapannya baik itu sister city maupun sister province tentunya memiliki

tahapan tahapan yang harus dilalui, adapun tahapan proses hubungan kerjasama yang pertama

adalah jalinan kerjasama yang dilakukan harus disahkan dengan perjanjian formal melalui

penandatanganan MoU yang dilakukan oleh kedua pihak, yang mana pejabat Kota/Provinsi

atau pihak yang bersangkutan. Tahap yang kedua yakni penentuan jangka waktu jalinan kerja

sama harus dalam jangka waktu yan panjang atau tak terbatas (David, 2008). Yang ketiga

yakni penyusunan perencanaan dan penyebarluasan rancangan kerjasama yang telah disusun.

Yang keempat adalah peranan serta partisipasi, yakni pada kerjasama yang telah dijalin harus

ada peran dari pemerintah serta partisipasi dari masyarakat terkait agar seluruh program

kerjasama ini berhasil. Kelima kerjasama yang telah dijalin harus bersifat visioner dan

mampu memberikan dampak positif yang saling menguntungkan kedua belah pihak serta

12



memiliki prinsip perubahan yang berkemajuan. Adapun dalam menjalin kerjasama Sister City

ataupun Sister Province harus didasarkan pada beberapa hal berikut yakni :

1. Memiliki kedudukan dan status adminstrasi yang setara

2. Memiliki kesamaan fungsi yang

3. Memiliki kesamaan karakteristik

4. Memiliki kesamaan kondisi dan permasalahan yang dihadapi

5. Memiliki teknologi serta ilmu yang dapat dipertukarkan

6. Memiliki prinsip kompelementaris agar dapat terjadinya aliran pertukaran yang baik

Dalam hal ini provinsi NTB dan Provinsi Zhejiang membangun kerjasama Sister

Province bertujuan untuk terus mengeratkan jalinan persahabatan serta kerjasama dengan

pemerintah Zhejiang Tiongkok juga tidak lain untuk kepentingan daerahnya yakni

membangun masing masing daerah serta terbukanya jalan kerjasama internasional antara

keduanya sebagai pintu gerbang dalam melakukan pertukaran ide, informasi, pengetahuan

serta budaya. Jalinan kerjasama ini juga bertujuan untuk membuka pintu investasi bagi

Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga terciptanya sebuah lingkungan serta iklim investasi

yang baik guna tercapainya percepatan pembangunan provinsi tersebut (Jatmika, 2001).

Pemerintah Povinsi Zhejiang juga memandang kerjasama ini sebagai suatu kerjasama yang

mendatangkan banyak manfaat dan meyakini bahwa kerjasama ini akan memberikan hasil

yang signifikan karena direncanakan dengan jangka waktu yang panjang.Berdasarkan

kunjunan-kunjungan yang dilakukan, sampai akhirnya menjalin kerjasama, Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Provinsi Zhejiang memiliki banyak kesamaan mulai dari kesamaan mata

pencaharian masyarakatnya, kondisi geografis berupa iklim, serta hal hal lainnya.

Dalam implementasi program kerjasama sama dalam bidang pembangunan

infrastruktur lokal antara provinsi NTB dan Zhejiang dapat ditinjau melalui empat indikator

implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

Dari sini bisa dilihat bahwa kerjasama yang dibentuk oleh kedua provinsi terseut terlaksana,

dikarenakan terlihat dari indikator-indikator tersebut, dengan tujuan sama-sama ingin

memenuhi kepentingan wilayahnya masing-masing terlepas dari kepentingan negara.

METODOLOGI

Adapun metodologi yang digunakan untuk penulisan ini yaitu deskriptif yang

dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai mengapa suatu instansi melakukan

interaksi dengan instansi yang lainnya dan bagaimana implementasi pelaksanaan dalam

interaksi tersebut (Sandu dkk, 2015). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

13



pendekatan yang bersifat deskriptif, yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk

meneliti dan lebih mengarah ke analisa data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif

(Bugin, 2006). Penelitian ini menyandarkan pada jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian

melalui data sekunder atau data yang didapatkan dari buku-buku, jurnal artikel online, data

resmi instansi terkait, dan jurnal sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian ini. Tujuan

digunakannya metode penelitian kualitatif ini agar mendapatkan gambaran dan

pandangan-pandangan baru dalam menganalisis jalannya pelaksanaan kerjasama NTB

dengan mitra internasionalnya yaitu Zhejiang Tiongkok dalam menjalankan ekonomi dan

pembangunan.

Sementara ini, data analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merujuk pada studi

kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan studi yang berbasi pada

pencarian literatur baik itu melalui jurnal, buku, maupun sumber daring resmi yang dapat

dipertanggungjawabkan. Adapun sampel penelitian yang digunakan melalui metode ini terdiri

atas lebih dari satu hal yang memiliki rentan waktu yang berbeda dalam suatu objek yang

akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia-Tiongkok Dalam Inisiasi Kerjasama Provinsi NTB dan Zhejiang

Paradiplomasi sendiri boleh dikatakan merupakan buah dari berlakunya otonomi

daerah di Indonesia, yang mana dari hal tersebut kemudian muncul kemungkinan bagi daerah

untuk membentuk kerjasama tingkat internasional baik itu dengan sesama pemerintah daerah,

perusahaan, maupun aktor non pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

(Rumengan, 2009). Namun, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk menjalin

hubungan kerjasama dengan pihak asing, tentu ada saja hal yang harus dibicarakan melalui

Kementrian Luar Negri, yang selaku instansi penghubung antara Indonesia dengan negara

lainnya (Mardialina & Munir, 2019).

Sehingga dalam menanggapi perkembangan dunia yang semakin rumit, dan upaya

pemenuhan kebutuhan nasional di suatu negara maka oleh karena itu tindakan diplomasi

dapat dikatakan sebagai merupakan suatu rancangan dan realisasi politik luar negeri di semua

kalangan. Kekuatan nasional adalah hal yang penting untuk menentukan kekuatan negara.

(Sibbawaihi, 2016). Kualitas diplomasi yang dimiliki oleh suatu negara kemudian

menggabungkan faktor-faktor satu kesatuan yang terpadu sehingga memberikan arah dan

kekuatan yang nyata. Maka dari itu diplomasi merupakan otak dari kekuatan nasional.

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan kolega setingkat di luar negeri tidak dapat

terlaksana jika tidak ada persetujuan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

14



Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Maka

harus adanya koordinasi dari instansi tersebut sebagai stakeholder untuk urusan luar negeri.

Direktorat politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional memiliki tugas

dalam melaksanakan koordinasi dengan pihak kerjasama, perumusan, dan pelaksana

kebijakan hingga dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan

nasional dalam bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional

(Kementerian PPN). Bappenas yang diawasi oleh Direktorat Luar Negeri mengatur proses

perencanaan daerah dalam membangun kerjasama lokal dengan mitra internasional. Otonomi

daerah sendiri termaktub dan diatur oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah, yang mana Undang Undang tersebut menjelaskan tentang hak,

wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus wilayah sendiri tanpa

adanya campur tangan dari pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mencapai kepentingan

masyarakat daerah itu sendiri (UU RI, 2014).

Maka dari itu, Undang Undang di atas merupakan salah satu rujukan bagi setiap

daerah yang ingin melaksanakan praktik paradiplomasi. Dimana dalam melaksanakan

paradiplomasi, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tentu memerlukan adanya

pengesahan kebijakan yang berlandaskan pada payung hukum yang berlaku. Karena dengan

adanya kebijakan mengenai pelaksanaan paradiplomasi, maka pelaksanaan paradiplomasi

dapat berjalan dengan cukup efektif dan tidak menimbulkan banyak kendala yang justru akan

merugikan seluruh pihak yang terlibat. Maka dari itu dengan adanya kebijakan tersebut maka

akan membuat sister province yang dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

dengan mitra internasionalnya yaitu Provinsi Zhejiang di Tiongkok menjadikan suatu bentuk

pemahaman antara satu pihak dengan pihak yang lainnya mengingat semua kesepakatan yang

dihasilkan oleh kedua belah pihak akan semakin baik untuk diimplementasikan.

Awal mula provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kerjasama sister provinsi dengan

Tiongkok yaitu Zainul Majdi selaku gubernur NTB yang pada saat itu menghadiri undangan

dari RRT, dimana beliau ditunjuk untuk menjadi pimpinan delegasi Pemprov NTB pada

kunjungan ke provinsi Zhejiang, Tiongkok, sebagai respon terhadap undangan yang diberikan

oleh Konsulat Jenderal (Konjen) RRT di Denpasar, Bali, yang wilayah kerjanya merangkap

provinsi NTB. Kunjungan tersebut, bertujuan untuk menjajaki peluang investasi dan

kerjasama dengan provinsi Nusa Tenggara Barat dimana dalam pertemuan tersebut gubernur

NTB dan anggota delegasi di sambut oleh wakil direktur dari China People’s Institute of

Foreign Affairs (CPIFA) Provinsi Zhejiang. Kemudian dalam kesempatan tersebut dibahas

pula penjajakan kerjasama setingkat dengan para pejabat pemerintah provinsi Zhejiang,
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termasuk tingkat kota Hangzhou yang berfokus pada skema kerjasama sister province kedua

belah pihak. (Sibbawaihi, 2016)

Satu hal paling vital dalam kerjasama sister province adalah adanya MoU

(Memorandum of Understanding) yang mana hal ini dilakukan kesepakatan kerjasama dan

tanda tangan MoU yang dilaksanakan di Tiongkok oleh Ridwansyah M. Yakub sebagai ketua

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nusa Tenggara Barat atas nama Pemprov

NTB dengan Yu Xi Hua selaku wakil pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok yang

disaksikan oleh delegasi kedua belah pihak pada tanggal 14 Juni 2014 di Ningbo Marirriot

Hotel Tiongkok. (Sibbawaihi, 2016)

Sehingga manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan sister province NTB dengan

Zhejiang merupakan bentuk awal dari terbukanya hubungan internasional bagi pemerintah

provinsi NTB hingga terciptanya mutualisme yaitu saling tukar menukar informasi, ide,

pengetahuan dan budaya. Oleh karena itu, luasnya wawasan sangat diperlukan untuk

masyarakat provinsi NTB khususnya bagi pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah

provinsi (Pemprov) NTB. Sehingga dari kerjasama ini dapat dirasakan manfaatnya dari

kalangan sektor ekonomi, sektor budaya, sektor akademik dan sektor pertukaran informasi

yang mana diharapkan untuk mampu memberi manfaat bagi masyarakat NTB. Provinsi

Zhejiang, menyampaikan harapan melalui Konjen RRT di Denpasar sangat mengharapkan

agar Pemprov NTB terus mempromosikan investasi, perdagangan dan budaya ke Tiongkok.

Program Kerja Sama Antara Provinsi NTB dan Zhejiang

Pada dasarnya kerjasama dengan jenis Sister City atau Sister Province akan

terewajantahkan kedalam sebuah kebijakan daerah dan wajib untuk dilaksanakan sesuai

dengan sasaran capaian serta target waktu yang telah di tentukan dengan pelaksanaan yang

bersifat mengikat publik. Maka dari itu, implementasi dari jalinan kerja sama Sister Province

yang sudah tertuang dalam bentuk kebijakan tersebut akan menghasilkan berbagai interaksi

yang nantinya akan mendukung lahirnya sebuah luaran kerja yang jelas. Jika berbicara terkait

dengan implementasi maka hal tersebut merupakan sebuah hal yang bersifat dinamis yang

membutuhkan evaluasi setiap tahunnya agar kebijakan tersebut tetap terarah dan dipastikan

terlaksana sesuai target dan sasaran yang telah ditentukan. Edward kemudian menerangkan

bahwa terdapat empat indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian suatu

kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Windiani, 2014).

Kerjasama infrastruktur antara NTB dan Zhejiang telah menghasilkan sejumlah proyek

penting yang berhasil meningkatkan konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Beberapa

hasil kerjasama antara lain: pembangunan jalan Bima-Sumbawa, tol listrik Bima-Sape dan
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perencanaan pembangunan jembatan sudah di masukan dalam kebijakan pembangunan NTB

yang dimulai dari tahun 2018 hingga 2023.

Kerjasama sister province yang dilakukan oleh Pemprov NTB dengan koleganya di

Zhejiang merupakan salah satu dari sekian banyak kerjasama sister province di Indonesia.

Dalam realisasinya, sister province telah mengejewantahkan beberapa kegiatan tingkat

provinsi yang dimulai dari pengembangan kualitas akademik, ekonomi, pertukaran informasi,

hingga bidang kebudayaan. Mulai tahun 2015, kerjasama mulai memusat pada

pengembangan dan pembangunan desa di NTB. Pemusatan kegiatan tersebut dilatarbelakangi

oleh perubahan dari Kementerian Transmigrasi menjadi Kementerian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal (KPDT) pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun

perubahan kementerian tersebut sebagai upaya pemerintahan Jokowi untuk mempercepat arus

pembangunan desa di seluruh Indonesia (Indraswari, 2015). Program oleh pemerintah pusat

ini kemudian menjadi pembuka peluang untuk membentuk kerjasama dengan pihak di negara

lain, sehingga pada akhirnya akan memberikan kesempatan bagi desa untuk dapat

bekerjasama dengan pihak diluar batas geografis negaranya.

1. Kerjasama di Bidang Akademik

Program kerjasama di bidang Akademik merupakan sebuah program unggulan

yang ditawarkan Provinsi Zhejiang ke Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini juga di

sambut dengan sangat antusias oleh pihak Provinsi Nusa Tenggara barat mengingat latar

belakang kapasitas pendidikan Indonesia Khususnya Nusa Tenggara Barat yang masih

sangat rendah membuat program ini menjadi alternatif terbaik untuk mengembangkan

kapasitas pelajar Indonesia agar mampu bersaing dan berkualitas di kancah Internasional.

Mulai tahun 2019 tepatnya tanggal 25 Oktober Pemerintah Provnsi Nusa Tenggara Barat

menunjukan komitmen kerjasamanya di bidang ini dengan mengadakan program

kerjasama eksklusif dengan salah satu kampus tertua di Zhejiang yakni Universitas

Gonshang Zhejiang (ZJSU) yang paling unggul dalam bidang bisnis, dengan

merealisasikan program pengiriman seribu mahasiswa NTB. Adapun untuk visi

akselerasi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, program ini dimaksud agar

mahasiswa Nusa Tenggara Barat tidak hanya belajar bisnis terutama e-commerce untuk

membangun industrialisasi daerah, akan tetapi juga dapat mendapatkan pemahaman

bagaimana membangun sebuah daerah secara kompehernsif dengan mengkolaborasikan

pembangunan fisik dan non-fisisk secara beriringan. Tidak hanya itu, di tahun

selanjutnya melalui kerjasama ini, perwakilan Indonesia Tionghoa Culture Center

(ITCC) membuka 120 program beasiswa yang di peruntuk bagi pelajar, pegawai serta
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akan menyasar pondok pesantren yang ada di NTB agar mendapat kesempatan yang

sama untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri (Ntbprov, 2019).

2. Kerjasama di Bidang Ekonomi

Selain program kerjasama di bidang akademik untuk menunjang kualitas sumber

daya manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat, bidang infrastruktur dan peluang investasi

merupakan aspek yang dirasa penting untuk di kembangkan oleh keduanya. Program

kerjasama ini bisa terwujud karena Pemerintah Provinsi Zhejiang Tiongkok dan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sebuah visi yang sama dalm

melakukan kerjasama yakni akselerasi pembangunan daerah, dan hal tersebut tentunya

harus di tunjang dengan infrastruktur daerah yang mempuni. Selain sebagai bentuk

percepatan pembangunan, pembangunan infrastruktur ini akan membuka peluang

investasi Tiongkok ke Indonesia yang dimana akan menjadi penggerak ekonomi

Indonesia khususnya Nusa Tenggara Barat agar makin meningkat. Pada tahun 2019,

NTB juga menjadi peserta seminar perdagangan dan investasi tingkat dunia di Tiongkok

dan di sela-sela acara tersebut, NTB menawarkan lima proyek besar di daerah tersebut di

antaranya yaitu peluang investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika,

Global Hub Kayangan, Samota, Kawasan Industri Sumbawa Barat dan kawasan Sape–

Komodo – Sangiang (Sakosa) di Bima (Suarantb, 2019).

Melalui pertemuan tersebut, di tahun 2019 tepatnya pada tanggal 26 September

2019, Pemprov NTB berhasil menarik perhatian dari investor Tiongkok untuk

berinvestasi pada proyek besar pembangunan jembatan gantung Lombok-Sumbawa

sepanjang 16.5 Km dengan biaya konstruksi sebesar 16,5 triliun, dan total biaya sebesar

20 triliun. Pada tahun 2022 Pemprov Nusa Tenggara barat dengan perwakilan investor

asal Tiongkok sudah melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Kereta

Gantung. Proyek investasi ini di nilai sebagai salah satu proyek investasi paling besar

yang di rncanakan setelah proyek Mandalika. Kereta Gantung ini juga nantinya akan

memberikan kontribusi luar biasa pada peningkatan di sektor ekonomi dan pariwisata

dengan estimasi pembangunan hingga tahun 2025. Tidak hanya itu, pembangunan

jembatan ini sangat penting untuk menunjang interaksi antar pulau serta jalur

konektivitas bagi pekerja, pegawai dan pelajar serta sebagai salah satu titik vital jalur

logistik nasional dari Aceh ke NTT, yang nantinya akan mempercepat pertumbuhan

ekonomi di NTB. Pada akhirnya Kerja sama ini merupakan implementasi dari konsep

kerjasama yang dijalankan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam kerja sama nya dengan

Provinsi Zhejiang Tiongkok untuk mencapai kepentingan daerahnya yaitu berupa
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peningkatan ekonomi Daerah yang akan menyokong pemulihan ekonomi Nasional

(Antara, 2022).

3. Kerjasama di Bidang Pertukaran Informasi

Dalam membangun sebuah perubahan tentu dibuhtukan sebuah pemicu dan

acuan untuk melakukan perubahan tersebut. Pada Oktober 2019, Gubernur Nusa

Tenggara Barat beserta beberapa jajarannya melakukan kunjungan ke Provinsi Zhejiang

Tiongkok dengan latar belakang bahwa provinsi ini merupakan sebuah provinsi yang

mampu bertransformasi menjadi provinsi dengan kota muda modern yang serba digital

akan tetapi tetap ramah lingkungan dan lestari budayanya hanya dalam kurun waktu yang

terbilang cepat yakni 10 tahun. Mulai tahun 2018 Gubernur Nusa Tenggara Barat telah

merencanakan kunjungan ke Provinsi Zhejiang Tiongkok dan akhirnya terealisasikan

pada Oktober 2019 dengan beberapa staf jajarannya. Dengan fakta tersebut, Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menerapkan skema pembangunan

daerah Zhejiang Untuk diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun aspek yang

ingin diterapkan yakni pengawasan terhadap izin amdal, menjadikan objek sejarah dan

seni budaya sebagai daya tarik pariwisata, pengadaan fasilitas umum yang ramah

lingkungan dan pengembangan sektor industri. Komitmen ini dibuktikan dengan

pengeriman secara rutin staf pemerintahan Nusa Tenggara Barat ke Zhejiang Tiongkok

untuk melakukan pertukaran informasi dari tahun 2018 hingga saat ini khususnya bidang

Perencanaan tata wilayah dan kota agar dapat memahami secara holistik dari regulasi

hingga pengenalan ke masyarakat terkait pembangunan daerah yang efektif (Bimakini,

2019).

Analisis Potensi Kerjasama Sister Province Antara Provinsi NTB dan Zhejiang Dalam

Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Lokal

Kerjasama antara NTB dan Zhejiang memiliki potensi untuk terus meningkatkan

konektivitas dan mobilitas di wilayah tersebut. Kerjasama tersebut tersebut juga diharapkan

mampu untuk membuka peluang investasi dan perdagangan yang lebih besar di wilayah NTB

dan Zhejiang. Dan Dalam suatu kerjasama pasti ada saja hambatan yang dialami oleh kedua

belah pihak antara pemerintah negara hingga dengan pemerintah provinsi, kabupaten maupun

kota. Hal ini memiliki hambatan yang menjadi bentuk tidak optimalnya suatu realisasi

kerjasama antar provinsi tersebut. Walaupun memang dengan adanya otonomi daerah tidak

terbantahkan bahwa hal tersebut dapat memberikan peluang yang sangat besar terhadap

pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur lokal yang berpegang teguh terhadap

prinsip desentralisasi nasional dalam berbagai kewenangan sehingga pemerintah daerah dapat
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membuat keputusan penting yang sesuai dengan kebutuhan suatu daerah masing-masing.

Namun, seperti halnya kerjasama di bidang infrastruktur lainnya, kerjasama NTB-Zhejiang

juga menemui beberapa kendala. Salah satu kendala terbesar yaitu terkait dengan masalah

pendanaan dan pembiayaan. Sejumlah proyek infrastruktur yang diusulkan membutuhkan

biaya yang sangat besar, dan perlu adanya dukungan dari pihak swasta dan pemerintah untuk

membiayai proyek-proyek tersebut. Selain itu, masalah regulasi dan perizinan juga menjadi

hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Perbedaan regulasi dan perizinan antara

Indonesia dan Tiongkok dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek.

Namun, adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak NTB dan Zhejiang,

semestinya tantangan yang ada dapat diatasi dan kerjasama infrastruktur dapat terus

berkembang di masa depan. Maka adapun hambatan yang di hadapi dalam melakukan

kerjasama Provinsi NTB dengan Zhejiang Tiongkok.

Hambatan faktor internal sendiri terdiri atas (a) Faktor Anggaran bahwasannya dana

yang telah di rencanakan sering kali mengalami perubahan-perubahan yang di akibatkan oleh

penetapan kebijakan secara buru-buru/mendadak yang kemudian mengakibatkan tidak

cairnya dana tersebut. Kemudian (b) yaitu Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang

kemudian mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan untuk melakukan perubahan ke

arah yang lebih baik. Oleh karena itu, kurangnya SDM profesional menjadi alasan kuat

sebagai salah satu penghambat di lingkup internal Pemprov NTB. Dan terakhir (c) yaitu krisis

energi listrik, dimana kurangnya pasokan listrik yang terhadap masyarakat NTB yang

seharusnya dapat di penuhi oleh pembangkit listrik negara sehingga hal tersebut

menyebabkan investor asing terutama dari Tiongkok, kurang berminat untuk berinvestasi di

bidang industri NTB.

Maka seharusnya kerjasama sister province antara pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat dengan Provinsi Zhejiang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan

sebaik-baiknya oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kerjasama ini tidak berjalan

dengan baik atau dikatakan masih belum optimal yang disebabkan oleh kurangnya tindakan

lanjut dari pihak-pihak dinas terkait untuk tetap konsisten melaksanakan kerjasama ini yang

sudah tertuang dalam MoU (Memorandum of Understanding). Hingga kerjasama pada sektor

Infrastruktur sendiri merupakan kegiatan kedua provinsi masih belum dapat berjalan dengan

maksimal walaupun banyaknya pengembangan infrastruktur yang seharusnya dapat

dimanfaatkan dengan baik namun hingga saat ini hal tersebut belum adanya pembicaraan

lebih lanjut tentang pembangunan infrastruktur yang seharusnya dapat direalisasikan lebih

lanjut (Mardialina & Munir, 2019). Sangat disayangkan seharusnya provinsi NTB sendiri
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dapat lebih berkembang lagi karena memiliki lahan yang banyak atau sektor investasi pada

bidang infrastruktur pembangunan lokal.

KESIMPULAN

Jalinan kerjasama sister province antara NTB dengan Zhejiang pada berbagai sektor

seperti ekonomi, budaya, akademik, dan pertukaran informasi dapat terlaksana dengan baik.

Sehingga tentunya memberikan dampak positif bagi kemajuan NTB di masa depan.

Diharapkan kerjasama ini dapat terus berlanjut dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

di wilayah tersebut. Meskipun ada saja hambatan-hambatan dari faktor internal baik dari

birokrasi pemerintah hingga dengan SDM yang belum siap sehingga mengakibatkan sedikit

menjadi hambatan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjasama pemerintah.

Akan tetapi bukan menjadi masalah yang serius untuk menghambat terlaksananya program

pemerintah yang telah di rencanakan. Di harapkan kepada provinsi NTB dan provinsi

Zhejiang untuk tetap saling mendukung dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing

dan mencapai tujuannya masing-masing.
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